
UJISYARAT GUBERNUR DIY, MK DENGARKAN KETERANGAN AHLIDPD & PIHAKTERKAIT

\....... -

Jakarta, 30 Januari 2017 - Mahkamah Konstitusi kernbali menggelar SIdan Pen uia M t I U d
Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 1stlinewa Yogyakarta (UU KDIY) ada Senin
(3011), puku1 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR. Pihak Terkait dan Ahli DPD.

MAHKAMAH KONSTITUSl
REPUBLIK INDONESIA

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 881PUU-XIW2016 inI pada inulan a diaukan Dieh
delapan Drang warga Yogyakarta dengan beragam profesi antara lain abdi dalem Keraton Nga o akarta.
perangkat desa. pegiat anti diskriminasi hak asasi perempuan sena aktivis perem uan ketua komnas
perempuan 1998. Namun dalam SIdang perbaikan, leadapat penambahan Iumlah pemohon sehin a total
mealadi sebelas pemohon.

Para pemohon mendalilkan bahwa Pasa1 18 ayat (1) huruf in UU KDIY yang mengatur adanya kata "1stri"
daiam menyerahkan daftar riwayat hidup Dieh calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah 1stlinewa
Yogyakarta. menimbulkan penafsiran seolah-o1ah harus Iaki-Iaki untuk menjadi calon gubernur Daerah
1stjinewa Yogyakarta. Haltersebuttentu saia tidak mencerminkan norma-norma UUD 1945

Dalam SIdang keenam yang digelar pada Rabu (1111). hadir untuk memberIkan keterangan Ahli Tata
Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta Kanjeng Pangeran Haryo Yudhohadiningrat sebagai ahli pemohon
Pada kesempatan tersebut. Yudhohadiningrat menerangkan bahwa meskipun berdasarkan fakta seiarah
Sultan Hamengkubawono I hingga X adalah Iaki-Iaki. haltersebuttidak bisa dyadikan landasan asumsi bahwa

'. Kesultanan Ngayogyakarta menerapkan asas patrilineal dalem proses suksesinya

Lebih Ianjut menurut Yudhohadiningrat. status dan kedudukan Ibu calon pewaris takhta sangat berpengaruh
daiam proses penentuan calon pewaris Iakhta. Namun demikian. ketentuan tersebut. juga tidak bisa dijadikan
alasan untuk menyatakan proses penentuan calon pewaris Iakhta menggunakan asas matrilineal

Benolak dari kondisitersebut, ungkap Yudhohadiningrat bisa disimpulkan bahwa kedua asas balk patrilineal
inaupun matrilinealtidak bisa digunakan sebagai pendekatan dalam proses suksesi Keraton Yogyakarta
Proses suksesi of Keraton Yogyakarta menerapkan asas parental yang menekankan persamaan hak dan
kewajiban antara ariak Iaki-Iaki dan ariak perempuan. Yudhohadiningrat menerangkan, dalem "Serat Pull"
disebutkan bahwa ulamanya raja Iru prta. Tetapi ada pengecualian apabila dalam keadaan tenentu misalnya
raja yang meninggal dunia tidak punya putra pria dan hanya me millki ariak perempuan. inaka ariak perempuan
iru dapat diangkat menjadi ratu. Pernyataan tersebut diambil daritulisan Prof. Siti Khamamah Suratno, Prof
Dr. Dicko Suryo. dan Prof. Munir Mulkhan dari Khazanah Budaya Keraton Yogyakarta

Dengan demikian. Yudhohadiningrat menegaskan Pasa1 18 ayat (1) huruf f Undang-Undang Keistimewaan
Daerah 1stjinewa VCgyakarta sepanjang frasa 'antsra lain pekedaan, Ism. ariak. dan saudara kandung'tidek
me milk hubungan dengan persyaratan, atau penentuan raja, atau sultan bertakhta, termasuk dalam hallni
pengisian Calcn Gubernur Daerah 1stlinewa Yogyakarta sebab tata pemerintahan Keraton Yogyakarta lidak
pernah menghalangi perempuan untuk menjadiraja. (Nina A1Nano T )
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